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KATA PENGANTAR

Mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Megara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan
Reviuw atas Laporan Kinerja, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah menyusun Laporan
Kinerja Triwulan | Tahun Anggaran 2022 yang berdasarkan pada Perjanjian Kinerja yang mengacu
pada Rancangan Strategis PD Tahun 2021- 2026.

Penyusunan Laporan Kinerja ini menampilkan proses perencanaan kinerja, penganggaran
kinerja, keterkaitan kegiatan/ sub kegiatan dalam pencapaian target kinerja, dan monitoring serta
evaluasi pencapaian kinerja dan keuangan.

Hasil capain kinerja sasaran secara umum ada peningkatan berdasarkan pengukuran
capaian kinerja dan target pada triwulan |, yang terutama dalam rencana aksi pelaksanaan kinerja.
Tingkat capaian sasaran dan tujuan serta hasil yang diperoleh berorientasi pada capaian visi dan
misi. Capaian pada triwulan | merupakan tolak ukur dalam pencapaian kinerja. Masih ada target
yang belum tercapai dan akan ditingkatkan dalam upaya mengimplementasikan Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Akhimya melalui Laporan Kinerja pada Triwulan | Tahun Anggaran 2022 ini, kita harapkan
agar terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas
kinerja khususnya seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi
Kalimantan Tengah pada tahun - tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Pemerintah
Provinsi Kalimantan Tengah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Palangka Raya, 31 Mei 2022
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BAB |
KINERJA

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimatan Tengah sampai
dengan triwulan | tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian
indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi
Kalimantan Tengah tahun 2022 Triwulan | serta realisasinya.

Tingkat capaian masing-masing sasaran ditentukan oleh realisasi dari target masing-
masing indikator kinerja dengan membandingkan nilai keseluruhan masing- masing indikator
kinerja dengan jumiah indikator yang ada pada setiap sasaran. Tingkat capaian masing-masing
sasaran adalah sebagai berikut :

No Sasaran Tingkat Capaian (%)
1 Meningkatkan pemberdayaan perempuan
; dalam pembangunan
- Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 100,22%
- Persentase ARG pada belanja langsung
2 Meningkatkan pelayanan terhadap tindak 88 239%
5 kekerasan secara komprehensif !
3. Meningkatkan pemenuhan Hak dan
Perlindungan terhadap anak
- Indeks Perlindungan Anak (IPA) 100%
khusus yang mendapatkan Layanan
komprehensif

Mengoptimalkan kualitas data pada Dinas P3IAPPKB

4. Provinsi Kalimantan Tengah 100%
5. Meningkatkan kualitas keluarga
: - Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)
- Angka kelahiran Total/Tatal Fertility Rate 89,58
(TFR) 93,75
- Angka Kelahiran remaja umur 15-29
Tahun (Age Specific Fertility Rate / ASFR) 105
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Tingkat capaian indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan
triwulan | tahun 2022 berdasarkan hasil pengukurannya dapat dilihat pada tabel berikut sebagai

berikut :
No Sasaran | - - " Target Capaian Triwulan | Ket
Strategis | Indikator Target isn
Kinerja Utama | S*“3" | Tahun | Target “'::"' .
Indeks
Meningkatkan | Pemberdayaan 8190 | 81,90 22% | Bidang |
pemberdayaan | Gender (IDG) Indeks 82,08 | 100, "
1 perempuan
dalam Persentase ARG )
pembangunan | pada belanja persen 343 0,86 1,12 | 130,23% | Bidang |
langsung APBD | ]
2 Meningkatkan | Persentase
pelayanan Perempuan
terhadap tindak | Korban Bidang
kekerasan Kekerasan dan IV dan
secara TPPO yang persen | 85% 85 % 7500 | 88,23% | ot
komprehensif Mendapatkan PPA
Layanan
Komprehensif
3 | Meningkatkan | Indeks )
pemenuhan Perlindungan :
hak dan Anak (IPA) indeks | 583 | 61515 | 61515 | 100% | Didang
perlindungan
terhadap anak N
Persentase Anak
Memeriukan .
’ Bidang
ORI il dan
khusus yang persen 50 46 8438 | 183.43% | ,or.
mendapatkan PPA
Layanan
komprehensif
4 Mengoptimalka | Jumiah
n kualitas data | Ketersediaan
pada Dinas Data mm 6 atorg
P3APPKB Informasi
Provinsi fingkat Kab/Kota | Kab/Kota | KabKot [ ! 100% |,
Kalimantan se-Kalimantan
Tengah Tengah
5 | Meningkatkan lndd; i Py
kualitas Pembangunan ersen | 6032 | 6032 | 5401 | 8953 ng
keluarga Keluarga P ; ' ' ! v
' (Ibangga)
Angka kelahiran Total
Total/Total Fertility
Fertility Rate Rate/TF _
FR R per
(WH) Rper 210 | 210 | 224 | 375 3”‘““
usia 15-
49
| _Tahun
[ ) Angka Kelahiran | Age 21 21 20 105 [ Bidang




Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,

Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Kalimamtan Tengah

remaja umur 15-
29

Tahun (Age
Specific Fertility
Rate / ASFR)

Specific
Fertility
Rate/AS
FR 15
19

73,23

73,23

8736

Bidang

536

5,36

12,55

4270

Bidang

Meningkatnya
akuntabilitas

daerah

Skor

BB

100 %

Sekretar
iat
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Program dan Kegiatan

Program pada dasamya merupakan kumpulan kegiatan yang dihimpun dalam satu kelompok
yang sama secara sendiri maupun bersama-sama untuk mencapai tujuan dan sasaran yang lelah
ditetapkan. Program merupakan alat bagi pencapaian tujuan dan sasaran. Penetapan program dilakukan
dengan melihat kebijakan, tujuan, sasaran, visi dan misi yang telah ditetapkan.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan urusan wajib Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak serta Keluarga Berencana, dan Program/kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai
berikut :

No. Program iatan Targs ran (Rp )
Keg Sub B rget Angga
(1) 12 /I R “ (5) 8
DINAS PEMEERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN AMAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB 14.829.029.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
A. PEMBERDAY AAN PEREMPUAN DAN 14 345 269.700
PERLINDUNGAN ANAK
L Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah 11.066.681.398 |
Provinsi Kalimantan Tengah '
1 P
Evaluasi Kinerja
Perangkat
| Daerah
a.
rasyusunan 5 Dokumen| 31.245 900
Dokumen
Perencanaan
Perangkat
Daerah
b L
Koordinasi dan 5 Dokumen
. 23.638.100
REA-
SKPD
Koordinasi dan
c. Penyusunan Laporan
CapaianKinarja dan 5 Dokumen 26.208.500
Ikhtisar
Realisasi
Kinerja
SKPD
d.
Evaluasi Kinerja 5 149.145
Bare Dokumen .145.350
Daerah
i |
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2. - _
Adminisirscl 7.305.000.635
Keuangan
Perangkat
Daerah -
Penyediaan Gajidan 7.233.500 635
| Tunjangan ASN
Pann:mnmmn 12 Gu 6'5““'004
Keuangan Akhir
Tahun SKFD
Penyusunan 65.000.000
Pelaporan dan 12 Bulan
Analisis Prognosis
Realisasi
Anggaran
3 - .
Administzesi 10.000.000)
Barang Milik
Daerah pada
Perangkat
S— Daerah e
Pengamanan
Barang Milik Daerah 12 Bulan 10.000. 000
SKPD o -
i, .
Admiristrasl 49.642.000
Kepegawaian
Perangkat
h e
Pendidikan dan
Pelatihan Pegawai 12 Bulan 49,642,000
Berdasarkan Tugas
dan
Fungsi
5. ‘mm“"*mpm“ﬁm 1.057.924 351
Daerah
Penyediaan
Komponen Instalasi
iy 26,504,
Bangunan
Kantor
Penyediaan .
latan 12 Bulan
:::unnkw: 40.000.000
Kantor
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G

Penyediaan
Barang Cetakan

12 Bulan

35.000.000

12 Bulan

38.250.000

12 Bulan

30.000.000

12 Bulan

784.960.351

Elekironik pada

12 Bulan

102.210.000

Pengadaan Aset
Tetap Lainnya

12 Bulan

450 469 000

Pengadaan Gedung

12 Bulan

149.000.000

Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan

1.724.567 562

Surat Menyurat

12 Bulan

Penyediaan Jasa

Daya Air
dan Listrik

12 Bulan

5.000.000

533.5451

PenyediaanJasa
Pelayanan Umum

112 Bulan

1.186.022.400
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: . B i
b Barang Milik ‘
' Daerah Penunjang
Urusan
Pemernintah :
) Daerah I B
Penyediaan Jasa
Pameliharaan. Biaya
b Pemelinaraan. Pajak 60:000.68
dan Perizinan
Kendaraan Dinas
Operasional atau
c Peralatan danMesin 39.840.000
pe
mmm'l” - ) 1.283.531.350
] GENDER DAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN
Pelembagaan
Pengarusutamaa
i] n Gender (PUG) 188.500.000
pada Lembaga
|
Kewenangan
Provinsi ]
a Koordinasi dan
Sinkronisasi
Perumusan
Kebijakan 3 Dokumen 70.000.000
Pelaksanaan PUG
Kewanangan
Provinsi
b Koordinasi dan
Sinkronisasi
Pelaksanaan PUG
3 Dokumen
Kewenangan 70.000.000
Provinsi
c Advokasi Kebijakan o
dan Pendampingan
Pelaksanaan PUG
lermasukPPRG 1 Dokumen 40.500.50¢
Kewenangan
Provinsi
—
Perempuan
Bidang Politik. 1.058.031.350
2. Hukum.
Sosial dan
Ekonomi pada
Omganisasi
Kemasyarakatan
Kewenangan
Provinsi
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Sosialisasi
Peningkatan
Partisipasi
Perempuan di
Bidang Politik.
Hukum, Sosialdan
Ekonomi
Kewenangan
Provinsi

B Dokumen

959.000.000

Advokasi Kebijakan dan
Pendampingan
Peningkatan Partisipasi
Perempuan dalam
Politik, Hukum.

Sosial dan

Ekonomi

Kewenangan

Provinsi

& Dokumen

99.031.350
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No. Program Kegiatan | Keglatan|— Target N{'ﬂﬂ"np }‘" -
(1) () (3 (4) () ©) .
- Penguatan dan
Pengembangan
3 Penyedia Layanan 37.000.000
Pemberdayaan
Perampuan
Kewenangan
Provinsi .
Pengembangan
a. Komunikasi
Informasi dan
Edukasi (KIE) 1 Dokumen 37.000.000
Pemberdayaan
Perempuan
Kewenangan
3 Provinsi —_—
W | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 732.330.621
Pencegahan
Kekerasan
terhadap
1. Perempuan yang 382.277.000
Melibatkan para
Pihak Lingkup
Daerah Provinsi
dan Lintas
Daerah
Kabupaten/Kota
Koordinasi dan
Sinkronisasi
Pelaksanaan
a Kebijakan. 5 Dokumen| 47.921.000
) Program dan
Kegiatan
Pencegahan
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|
No. Program | Kegiatan | Sub o Target Anggaran
(Rp.)
(1) (2) 3) (4) (5) (6) ]
Kekerasan
terhadap
Perempuan
Kewenangan
iy
Advokasi
b Kebijakan dan
' Pendampingan
Layanan 334 356,000
Periindungan 5 Dokumen
Perempuan
Kewenangan
Provinsi
Penyediaan
Layanan Rujukan
2 Lanjutan bagi
Perempuan 225177.577|
Korban Kekerasan
yang Memerukan
Koordinasi Tingkat
Daerah Provinsi
dan Lintas Daerah
Kabupaten/Kota
Penyediaan
Layanan
a Pengaduan
' Masyarakat bagi
Perempuan
Korban 2 Dokumen 134,657 577
Kekerasan
Tingkat Daerah
Provinsi dan
Lintas Daerah
Kabupaten/Kota
Koordinasi dan
Sinkronisasi
Pelaksanaan
% Penyediaan
Layanan Rujukan
Lanjutan bagi 2 Dokumen gﬂ_ﬁzn,mq
Perempuan
Korban
Kekerasan
Kewenangan
Provinsi
Penguatan dan
Lembaga
124.876.044
3 Penyedia Layanan 248
Perlindungan
Perempuan
Kewenangan
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Provinsi

No. Program Kegiatan Sub \ Target Anggaran
(Rp.)
1) (2) (3) (5) (6)
b.
1 Dokumern 99.876.044
a
Perliindungan 1 Dokumen 25.000,000
Perempuan
Kewenangan
Provinsi dan
Lintas Daerah
Kabupaten/Kota -
V. | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA
mmﬁ
Kualitas Keluarga
. Mewuiud)
Gender (KG) dan 74.398.750
Hak Anak
Kewenangan
Provinsi | —
w
Kegiatan
a Masyarakat
Pmmumi 2 Dokumen 74.398 750
Kualitas Keluarga
w
Provinsi
Penyedia Layanan
bagi keluarga
dalam
2 judkan KG
’ Hak Anak
ngan 83.149.000




Dhimags ['ember davaan Ferempuan, §orimubemgan inal,
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Vo | Pognm | Wagn | .........r"ﬂ g

1 o)
™ @ | o o o
; f' Provns
| - .:_ _ ) . ‘
| | Perpedusan
i Layanan
. Komprehensd
. bag: Kekuarga
a | delam 531491!1
Mewugudian KG
dan Perindungan
| Anak yang
| Wiayah Kenanya
Lingkup Daerah
Provins: dan
Lintas Daerah
| | KabupatenKota | . _
PROGRAM PENGELDLAAN SISTEM DATA |
V. | GENDER DAN ANAK . | | m__l
Pengumpuian |
Pengotahan |
Anaiss dan |
1 Penyapan Data
Gender dan Anak | H'“ml
dalam |
Kelembagaan '
Data di Tingkat |
Daerah Provinss | | |
. ~— A . s200m|
7 T
dan  Anak | ¢ |
Provins: B i N
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Ti
No. Program Kegiatan Sub . arget Anggaran
g (Rp.)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) ]
' jian dan
s 15025000
b. Data Gender
, s dabin 7 Dokumen
Kelembagaan
| Data Provinsi
Vl. | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 360.341.370
Pelembagaan
PHA pada
Lembaga
1 Pemerntah.
MNonpemerintah. 186.686.650
dan Dunia Usaha
Kewenangan
Provinsi
B Advokasi
Kebijakan
Pendampingan
a Pemenuhan Hak
Anak pada
Lembaga
P ek Mon 2 Dokumen 117.078.650
Pemerintah.
Media dan Dunia
Usaha
Kewenangan
o Provinsi ]
Koordinasi
n dan
Pelembagaan
2 Dokumen 72 608.000
Hak Anak
Kewenangan
hapeer
Penguatan dan
Pengembangan
2 Lembaga Penyedia
p " '. I 170.654.720
Kualitas Hidup Anak
Kewenangan
Provinsi
Koordinasi dan
Sikronisas)
5 Pelaksanaan
Pendampingan
Peningkatan 1 Dokumen
Hidup 105.593.000
Anak
Kewenangan
Provinsi
N PERLINDUNGAN
Vil. | PROGRAM m ANAK 527.592.211




Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,

=
No. Program Kegiatan U ... . "‘"W"{Rp'] '
M @ ] @ ®) ©
— ' Pencegahan
Kekerasan Terhadap
Anak yang
1 melibatkan para
Daerah an':Fmidan 75.450.000
Lintas Daerah
Kabupaten/ Kota
2, . Puwudinn.
Layanan bagi Anak
yang Memerlukan
Perfindungan 452 142.211
Khusus yang
memeriukan
Koordinasi Tingkat
Provinsi
=] Penyediaan
Layanan Anak
yang Memeriukan
Perlindungan 1 Dokumean 100.902 000
Khusus
Kewenangan
Provinsi
b Koordinasi dan
Pelaksanaan
Pendampingan
A 1 Dokumen 351.240.211
Memeriukan
Perlindungan
Khusus
Kewenangan
Provinsi (DAK)
PENGENDALIAN
WilL. PROGRAM PENDUDUK 198.477.300
Pemaduan dan
Sinkronisasi
1
. - intal
Pusat dengan
Pemerintah
Daerah Provinsi 188.477.300
dalam Rangka
Pengendalian
Kuantitas
Penduduk
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Penyusunan dan
Pemanfaatan
Grand Design
: Pembangunan
Kependudukan
. (GOPK) Tingkat
Provine! n 150. 000.000
Advokasi dan )
Sosialisasi GOPK
48 477.300
b. 2 Damrm]
[} W PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA 136,004 500
Pengembangan
Desain Program.
Pengelolaan dan
1 Pelaksanaan I
Komunikasi.
Informasi dan
Edukasi (KIE)
Pengendalian
Penduduk dan 52.024.500
Keluarga
Berencana (KB)
Sesuai Kearifan
Budaya Lokal
a 2 Dokurmen
52.024.500
b.
2 Dokumen 84.970.000
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MNo.

Target

—

(1

@

()

(KS)

PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN
| PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA

147. 287.500

147, 287.500
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BABII
PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT

A. Kendala dan Permasalah
Beberapa kendala yang secara umum mempengaruhi capaian kinerja Dinas Femberdayaan
Perempuan, Perindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi
Kalimantan Tengah sampai dengan triwulan | adalah :

Perubahan fungsi untuk urusan Perlindungan Perempuan dan Anak yaitu adanya
pelayanan diperiukan penyesuaian baik dari sisi perencanaan penganggaran hingga
tahap pelaksanaan dan evaluasi dan regulasi sebagai pendukung.

Kurangnya tenaga di Dinas P3APPKE sehingga pencapaian program dan kegiatan
kurang maksimal.

Dengan berdiringya UPT Perlindungan Perempuan dan anak di Provinsi Kalimantan
Tengah diperlukan anggaran, sarana, prasarana dan tenaga professional sehingga
Pelayanan dapat bejalan maksimal

Perlunya Pemahaman aparatur pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah
terkait tugas pokok dan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan pembangunan
pemberdayaan perempuan dan perlindungan ansk dan keluarga berencana belum
menyeluruh

Belum maksimal pelaksanaan SOP yang menjadi acuan dalam melaksanakan tugas
Masih belum optimalnya monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan.
Kurangnya inovasi dalam penerapan, rencana kebijakan dan tindak lanjut kebijakan
bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Belum optimalnya koordinasi internal Perangkat Daerah terkait pencapaian kinerja.

B. Tindak Lanjut Penyelesaian
Beberapa findak lanjut yang dapat diterapkan guna meminimalisir rendahnya capaian
kinerja berdasarkan kendala-kendala yang dihadapi antara lain :
a. Dengan adanya UPT PPA ( Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan

Anak ) sebagai fungsi pelayanan maksimal kepada masyarakat korban kekerasan
diperlukan dukungan anggaran, Sumber Daya Manusia, Rumah Aman dan kegiatan-
kegiatan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam menghadapi rasionalisasi anggaran upaya dalam mencapai target yang ada yaitu
dengan menggunakan digital untuk koordinasi ke Pusat, Lintas Sektor dan Program dan
Kabupaten/Kota, yang minim berusaha melaksanakan kegiatan secara elekironik baik
virtual dan WA group untuk koordinasi dan evaluasi baik ke pusat dan Kabupaten/Kota.

¢. Perlu diimplementasikan target kinerja yang terdapat dalam perjanjian kinerja secara

18



Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
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berjenjang dan eselon Il sampai ditingkat eselon Il dan IV

d. Pergub 37 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan
Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah yang memuat tugas
pokok fungsi PD, dapat dijadikan acuan dalam menyusun SOP guna mendukung
pelayanan.

e. Dilakukan reviuw terhadap kinerja masing-masing bidang pelayanan menyangkut
capaian program (oulcome), kegiatan (oulpul) yang dituangkan kedalam satu bentuk
dekumen

f. Membuat rencana aksi yang merupakan penjabaran target-target kinerja yang ditetapkan
dalam perjanjian kinerja ke dalam periode bulanftriwulan/semesteran dan monitoring
pencapaiannya

g. Peru dilakukan pengembangan kompetensi aparatur melalui diklat-diklat dan pelatihan
teknis, memperbanyak koordinasi baik vertikal dan sektoral terkait bidang layanan.

h. Peru adanya inovasi dan strategi dalam pencapaian target indicator Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perdindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Provinsi Kalimantan Tengah

i. Peru diberikannya Reward kepada Pegawai dan Pejabat yang berhasil dalam
pencapaian indikator dan yang berinovasi dalam peningkatan Pencapaian dan kemajuan
Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah.

). Perlu adanya Panismen kepada pegawai dan pejabat yang belum berhasil dalam
pencapaian indikator Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah.
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BAB Il
PENUTUP

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah merupakan Instansi pemerintah yang diberi
tugas, tanggung jawab dan amanah untuk melakukan perumusan kebijakan dan koordinasi
pelaksanaan kebijakan dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,
kependudukan dan keluarga berencana sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Daerah
Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah serta Perda Nomor 4 tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan
Daerah Nomor 7 tahun 2008 tentang Organisasi dan tata kerja Inspektorat, Bappedalitbang dan
Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian rincian tugas, fungsi dan tata
kerja diatur dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kernja Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi
Kalimantan Tengah.

Dalam melaksanakan tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah
berlandaskan6pada tujuan, sasaran dan program kerja yang ditetapkan baik dalam RPJMD
2021-2026, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renstra PD Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana Provinsi Kalimantan
Tengah tahun 2021-2026, maupun Perjanjian Kinerja antara Gubermur Kalimantan Tengah
dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan keluarga berencana Provinsi Kalimantan Tengah.

Laporan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan keluarga berencana Provinsi Kalimantan Tengah Tengah triwulan | tahun 2022
ini menyajikan capaian hasil baik yang mencapai target maupun yang tidak mencapai target
dalam capaian strategis yang ditunjukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana Provinsi Kalimantan Tengah pada
Tahun 2022.

Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target
dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun demikian berbagai pencapaian
target indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan keluarga berencana Provinsi Kalimantan Tengah memberi gambaran bahwa
keberhasilan dalam pelaksanaan Pemberdayaan Perempuan, Perindungan Anak,
Kependudukan dan Keluarga Berencana secara Keseluruhan sangat ditentukan oleh
komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur, masyarakat dan dunia
usaha dan inovasi.

Laporan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan keluarga berencana Provinsi Kalimantan Tengah triwulan | tahun 2022 disusun
dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta
pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang menjadi tanggung jawab Dinas
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~ Pemberdayaan Perempuan, Pedindungan Anak. Pengendaian Penduduk dan keluarga
berencana Provinsi Kalimantan Tengah

Danhm#pﬂakunamdmm&mﬁmdmm_ dapat dikemukakan

bahwa pelaksanaan akuntabilitas kinerja Dinas PemberdayaanPerempuan, Perlindungan Anak,

Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana Provinsi Kalimantan Tengah periu upaya —

upaya dalam pencapaian keberhasilandalam pelaksanaan tugasnya

Terkait beberapa kendala dan kekurangan dalam pencapaian kinerja Dinas

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga

berencana Provinsi Kalimantan Tengah maka beberapa rekomendasi yang dapat disarankan

untuk ditindaklanjuti adalah sebagai berikut

1. Perencanaan kinerja dan anggaran perlu dilakukan secara selektif (hanya
Program/Kegiatan terkait kinena PD yang menjadi prioritas) sehingga tidak menghambat
pelaksanaan program dan kegiatan dalam pencapaian target

2. Perlunya Peningkatan dan pengembangan kapastas SDM dilakukan lebih intensd melalu
pembinaan, pendidikan dan pelatihan menyangkut Program kegiatan terkait kinera

3. Perlunya Penambahan SDM untuk mengisi kekosongan di Dinas Pemberdayaan
Perempuan, PerlindunganAnak, Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana Provinsi
Kalimantan Tengah

4. Mengingat kurangnya data sektoral terkait Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana Provinsi Kalimantan Tengah baik
data primer maupun data sekunder maka periu dilakukan inventarisasi dan survei data
terkait kinerja PD terutama dan program kegiatan yang sudah dilaksanakan untuk
mempermudah pengukuran hasil kinerja dan perencanaan kinerja kedepannya

5. Pemenuhan terhadap sarana dan prasarana operasional perkantoran harus diprioritaskan
Untuk itu perlu adanya perencanaan terhadap pemenuhan kebutuhanfasilitas, sarana dan
prasarana penunjang.

6. Perlu memperkuat UPT Perlindungan Perempuan dan anak di Propinsi Kalimantan Tengah,
dalam sarana, prasarana dan tenaga yang berkompoten sehingga pelayanan yang
dilaksanakan dapat maksimal. Perlu adanya Promosi dan informasi  dalam
menginformasikan telah adanya tempat Perlindungan perempuan dan anak di Propinsi
Kalimantan Tengah, yang juga melakukan pelayanan via Hotline kepada Masyarakat.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
keluarga berencana Provinsi Kalimantan Tengah yang bertugas dalam mendorong terwujudnya
pemberdayaan perempuan, kesetaraan dan keadilan gender (KKG), terindunginya anak dan
fungsi keluarga berencana memiliki fungsi bukan sebagai pelaksana, melainkan sebagai
perumus kebijakan, koordinator pelaksanaan kebijakan, advokator, fasilitator, mediator, dan
inisiator. Dalam mengimplementasikan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Anak (PHA) di
semua Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan lembaga
masyarakat. Agar setiap Perangkat Daerah dan lembaga masyarakat tersebut dapat
mengimplementasikan strategi PUG dan PHA ke dalam setiap kebijakan, program dan
kegiatannya yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pemantauan dan
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evaluasinya, maka tugas awal yang paling mendasar dari Dinas E'&mberdayaan Perempuan,
Perindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan
Tengah. Dan dalam implementasinya diperlukan perubahan baik itu individu dan budaya
lembaga dari yang belum memahami menjadi memahami, peduli, dan tanggap (rensponsif)
gender, dan dari tidak peduli terhadap hak anak menjadi peduli terhadap anak.

Oleh karena itu, indikator outcome, terlebih lagi indikator dampak (impact) dan
keberhasilan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah lebih dan ftidak dapat diukur dalam
jangka waktu yang relatif pendek (satu tahun). Dengan adanya visi dan misinya, maka
keberhasilan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah pada
hakekatnya tersebar sebagai bagian dari keberhasilan semua Perangkat Daerah dan lembaga
masyarakat dalam mengintegrasikan ataupun mempertimbangkan isu gender, perempuan dan
anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatannya.

Kendati proses pencapaian tujuan dan penetapan ukuran keberhasilan Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Provinsi Kalimantan Tengah bersifat kompleks, cenderung bernuansa kualitatif dan
acap kali merupakan output dari para pemangku kepentingan (sfakeholders), bukan berarti
kinerja PD ini tidak dapat diukur karena ada fungsi pelayanan yaitu pada Perindungan

Perempuan dan Anak dalam bentuk UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi
Kalimantan Tengah.

Palangka Raya, 31 Mei 2022

AS P3APPKB
ALIMANTAN TENGAH

|« (DA PP f
WA dr. LINA f CTORIA ADEN, M.M.Kes
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DOKUMENTASI| RAPAT TRIWULAN |

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

8 o
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PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DIHAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN.PERLINDUNGAN ANAK. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Jalan M. H. Thamrin No. 11 telp. 0536 - 3224547 Palangka Raya

A. Target Realisasi Kinerja Tahunan

| Waktu Pelaksanaan | Ket
NO | Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Satuan Target ™ ™ ™ ™ [
| 1] [} v
Meningkatkan Indeks Pemberdayaan Gender Indeks Bid
pemberdayaan (IDG) ||:)t3a o J + I{ DM)+ | {inc-di
perempuan dalam 81,90 | 81,90 | 81,90 81,90 | 81,90 = (Lipar)* I(OM)+ | (nc-dis)
, |Pembangunan - Kontribusi Komponen Keterwakilan di pariemen,
| ] pengambil keputusan dan distribusi pendapatan
Persentase ARG pada belanja Bidang | '
langsung APBD Rumus Persentase ARG pada Belanja
| 0,08 Langsung APBD =Anggaran Belanja Langsung
ersen 3,43% | 088% | O 0,86 (Operasi dan modal ) APBD dalam GBS di bagi
P % % 3.43% Anggaran Belanja Langsung ( Operasi dan modal
) APBD dikalikan 100 % = 35.196.877.863
| 3.131.184.116.124
. = 0,011240 x 100 % =1,12%
2 Meningkatkan Persentase Perempuan Korban
pelayanan terhadap | Kekerasan dan TPPO yang | Bidang IV dan UPT-PPA
tindak kekerasan | Mendapatkan Layanan | [ | (Semakin Besar Persentase Korban Kekerasan
secara Komprehensif persen 85% | 85% | 85% | 85% | 85 % | 9an TPPO yang Mendapatkan Layanan
komprehensif [ Komprehensif Semakin Bagus)
gtf:mbar Data : Simfoni PPA Kementerian PPPA
[
[3 Meningkatkan Indeks Perlindungan Anak (IPA)
pemenuhan hak 61,83 | 81,51 61,72 Bidang Il
o Indeks r ang
/ dan perlindungan e s | 6162|6183 Pelayanan UPT Optimal
terhadap anak | 4[




komprehensif
4 Mengoptimalkan Jumlah Ketersediaan Data

T Persentase Anak Memeriukan \ ‘
/' | Mimnga:a khusus yang persen 50% 46% | 48% | 49% 50 | Bidang Il dan UPT-PPA
mendapatkan Layanan

kualitas data pada | serta Informasi DP3A tingkat Bidang Il .
Dinas P3APPKB Kab/Kota se-Kalimantan 6 Kab/ 1 1 2 8 Target 6 kab/kota di anu}an |V setelah Rakor
Provinsi Kalimantan | Tengah KabfKota | “og ' Forum Data se Katteng, direncanakan pada
T bulan Juni 2022
engah
5 | Meningkatkan | Indeks Pembangunan Keluarga ;:rggtz :banggs‘ ma Th 2021 55,00 Capaian Ibangga
Repu o | Cronaid Persen | 60,32 | 60,32 | 60,32 | 60,32 | 60.32 | g per Data PK 21 Perwakilan BKKBN Bidang
v
|
Angka kelahiran Total/Total Total Fertility | l ;’azrgel TFR Th 2021 2,24 Capaian TFR Th 2021
Fertility Rate (TFR »
ki Rate/TFRper | 515 | 210 | 2,10 | 210 | 2,10 | (semakin kecil semakin bagus) Sumber SDKI
WUS usia 15- 2017
49 Tahun ‘ | J Bidang V
T | o | ] T
Fertili . ;
Tahun (Age Specific Fertility RateiAgyFR | 21 I 21 21 21 21 (zs;lr;akm kecil semakin bagus) Sumber SDKI
Rate / ASFR) 15-19 | | | Bidang V
6 | Meningkatnya Angka Prevalensi Kontrasepsi ‘ [ \ Target mCPR th 2021 62,16 persen
akseptor KB Modern/ Modern Contraceptive | Capaian mCPR th 2021 57,00 persen
P (mPCR) persen | 7323 | 732317323 | 7323 | 7323 Data PK 21 Perwakilan BKKBN Kalteng
- | | Bidang V J
Presentase Kebutuhan ber-KB ' Target Unmeet need th 2021 8,30 persen
yang tidak terpenuhi (Unmeet ‘ | Capaian th 2021 18 persen
Need) persen | 536 | 538 536 | 536 | 536 |(semakin kecil semakin bagus) Data PK 21
\ | Perwakilan BKKBN Kalteng
| | Bidang V
( 7 | Meningkatnya Nilai SAKIP Perangkat Daerah ‘ |
akuntabilitas kinerja Skor BB | BB | BB BB BB | Sekretariat
perangkat daerah |




B. Target Realisasi Kinerja Triwulan |

No | Sasaran Strategis Target Capaian Triwulan | Ket
Indikator Kinerja Utama Satuan Target
Tahun 2022 Target Realisasi Capaian %
| Bidang |
IDG = ar)+ |( DM)+ | (inc-di
| Indeks Pemberdayaan Gender 3
| (IDG) Indeks 81,90 81,80 82,08 100,22% | Kontribusi Komponen
! Keterwakilan di parlemen,
[ pengambil keputusan dan
distribusi pendapatan
Meningkatka Bidang |
| p:nqlbnegrdi;ya:n | Rumus Persentase ARG pada
L perempuan dalam . Ellll'ul I.lnulqu APBD
pembangunan | (Operasi dan maodal ) APBD dalam
Persentase ARG pada belanja GBS di bagi Anggaran Belanja
langsung APBD | persen 343 0,68 112 130.23% Langsung ( Operasi dan modal )
APBD dikalikan 100 %
= 35.196.877.863
3.131.184.116.124
= 0,011240 x 100 %
l =112%
2 Meningkatkan Persentase Perempuan [ _
pelayanan terhadap | Korban Kekerasan dan TPPO Bidang IV dan UPT-PPA
tindak kekerasan yang Mendapatkan Layanan makmaar mePPO
secara Komprehensif 85 % 85 % 75,00 88,23% e g Y
komprehensif persen ' ' yang Mendapatkan Lgyanm
Komprehensif Semakin Bagus)
Sumber Data : Simfoni PPA
| | Kementerian PPPA RI
3 Meningkatkan Indeks Perlindungan Anak
pemenuhan hak (IPA) 6183
dan perlindungan Indeks ' 61,515 61.515 100% Bidang Il
| | terhadap anak




[ ' Persentase Anak Memeriukan
perlindungan khusus yang .
mendapatkan Layanan Bidang Il dan UPT-PPA
! WO persen 50 46 84,38 183.43% | pejayanan UPT Optimal
| | |
4 Mengoptimalkan | Jumiah Ketersediaan Data i
kualitas data pada | serta Informasi DP3A tingkat Bidang . ik
Dinas P3APPKB | Kab/Kota se-Kalimantan Keb/Kota | 6 KabK : ; o I;'::‘hﬁﬂ"'h‘m' “,’f:n‘j’r'n-rn":”l;:;w
CYP Kiurian | Tangeh = : ° Kalteng, direncanakan pada bulan
Tongsh , 4_ Juni 2022
I - —— S
5 Meningkatkan Indeks Pembangunan |
TR | e a8 e 1Y
[ | Persen Pembangunan 60,32 54,01 89.53% | sumber Data PK 21 Perwakilan
Keluarga) BKKBN Bidang V
T " Angka kelahiran Total/Total :
| Fertility Rate (TFR) Total Target TFR Th 2021 2,24 Capaian
RWTER | 210Ratavsta | TFR Th 2321 2.2¢
y @ 1 210 2,24 93,75% | (semakin kecil semakin bagus)
per WUS | anak per wanila
Sumber SDKI 2017
usia 15-49 Bid v
Tahun ang
o Angka Kelahiran remaja umur
15-29 Age Target ASFR Th 2021 24
Tahun (Age Specific Fertility Specific 21/ kelahiran per Capaian ASFR Th 2021 20
Rate / ASFR) Fertility 1000 wanita usia 21 20 105% (semakin kecil semakin bagus)
Rate/ASFR 15-29 Sumber SDKI 2017
| 15-19 Bidang V
|6 Meningkatnya Angka Prevalensi Kontrasepsi
i | akseptor KB Modem/ Modern oG Target mCPR th 2021 6216
Contraceptive (m persen
ontraceptive ( ) Capaian mCPR th 2021 57,00
persen 73,23 73,23 63,98 87,36% porsa; il BKKBN
Data PK 21 Perwakilan
Ka
L Bidang V




Presentase Kebutuhan ber-KB 1
yang tidak terpenuhi (Unmeet |
Need) i

|

Target Unmeet need th 2021 8,30
persen
Capaian th 2021 18 persen

persan 5,36 5,38 12,55 42,70% (semakin kecil semakin bagus)
Data PK 21 Perwakilan BKKEN
E Kalteng
| | Bidang V
| Meningkatnya Nilai SAKIP Perangkat Daeran |
| akuntabilitas kinerja | Skor 88 BB BB 100 % Sekretariat

| perangkat daerah




C. Target Realisasi Keuangan

No Program/KeglatanSub Keglatan Pagu (Rp) N el
Rp
1 2 3 3
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, :
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB 14.829.028.000 1.507.824.090 10,17 1.785.062.348 12,04
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAY AAN
" PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 14.829.029.000 1.507_824.000 10,47 1.785.082.34% 12,04
, | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PRI 1.524.843.300 11,07 1.124.613.399 11,97
Parencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Peranghkat
1.1 | Daerah " 230.237.850 16.839.100 1,23 16.639.100 7,23
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 31.245.900 4 084 000 13,10 4.054.000 13,10
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 23.638.100 4.236.000 17.92 4.235.000 1782
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capalan Kinena dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD 26.208 500 5.145.500 19,63 5.145.500 18563
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 149.145.360 3.163.800 212 3.182.500 212
Administrasi Ke
12 Wounngan Feranghat Deersh 7.306.000.638 895,470,778 12,28 895.470.778 12,26
Penyediaan Gaji dan Tunj ASN 7233 500 635 B878.984.378 12,18 878.064.378 12,15
Koordinasi dan Panyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKFD 6.500.000 | 6500 000 100,00 6500000 100,00
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran &5.000.000 9,986 400 1536 ©.086 400 1596
13 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 10.000.000 . 0,00 ) 0,00
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 10.000.000 - 0,00 - 0,00
14 | Administrasi Kepega Perangkat Dasrah 49,842,000 . 0,00 . 0,00
Pendidikan dan Pelatihan Pagawal Berdasarkan Tugas dan Fungsi 43 642 000 - 0,00 - 0,00
45 | Maministrasi Umum Perangkat Dasrah 1.067.924.381 83.208.500 7.87 $3.208.500 787
Penyediaan Komponen Instalasi Listrk/Penerangan Bangunan Kantor 26.504.000 4.400.000 18,80 4.400.000 18,680
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 40.000.000 4.988.500 12,50 4.998.500 12,50
Panyedisan Barang Cetakan dan Penggandaan 35.000.000 8.730.000 24,54 8.730.000 24,34
|| Penysdiaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 38 250.000 185000 0,50 195,000 0,50
| Fasiitasi Kunjungan Tamy 30.000.000 7.000.000 21 7.000.000 213




|_3-3

yelengg Rapat Koordinasi dan Ki SKPD 784,960,351 £7.885.000 7,37 57.885.000 7,37
g.:;.ung.n Palaksanaan Sistern Pemerintahan Berbasis Elextronik pada 402.210.000 i 0,00 . 0,00
18 ;:.nrln Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemaerintah 509.456.000 168.200.000 33,23 109.200.000 | 132
Pengadaan Aset Tatap Lainmya 450,469,000 198.200.000 44,22 199.200.000 4433
Pengadaan Sarana can Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau .
Bangunan Lainnya 140.000.000 - 0,00 0,00
1.7 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Dasrah 1.724.667.662 122729021 112 1zz.728.021 L H
Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.000.000 1.200,000 24,00 1.200.000 24,00
Penyediaan Jasa Kemunikasi Sumber Daya Air dan Listrik B33.545162 | 13ra 2,57 13711.021 2,57
Penyadiaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.186.022 400 107 818,000 9,08 107.818.000 9,08
Pemeliharaan Barang Millk Daerah Penunjang Urusan
18 Pamerintahan D b 89.840.000 7.386.000 820 7.386.000 820
Perysdiaan Jasa Pereliharaan, Blaya Pemeliharaan, Pajak dan
Perizinan Kend Dinas O . ot 50.000.000 3.798.000 159 3.796.000 7.59
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 39,840,000 3.570.000 [t-.3 3.570.000 8,96
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN
2 | PEREMPUAN 1.283.631.380 . 0,00 i 000
Gender (PUG| pada Lembaga . .
21 - K Provinsl 188.500.000 0,00 0,00
Koardinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebilakan Pelaksanaan PUG
70 000.000 0.00 - 0,00
Koordinasi dan Sir F PUG Ki Provins 70.000.000 0,00 - 0.00
Advokasi Kebjakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk R
PPRG Kewenangan Provinsi 48.500.000 0,00 . 0,00
Bi Poiitik, Hukum, Soslal, dan
22 Punbﬂ*!llll::'mn dang llt.. du - | 1.058.031.350 . 0,00 0,00
Sosiglisasi Peningkatan Partisipas! Perernpuan di Bidang Politik, B
Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsd £9.000.000 000 : 0.00
Kebijakan dan i Peningkatan Partisipasi
Padempuan dalam Politik, Hukurn, Sosial dan Ekonomi 99.031.350 - 0,00 . 0,00
| Provinal
Panguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedla Layanan .
B P - Provinsi 37.000.000 0,00 . 0,00




an:ownlcnl Informasi nllnml (KIE) 37,000,000 . 0,00 - 0,00
3 | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 732,330,621 86,840,750 8,13 281.198.500 38,40
31 | Pihak Lingkup Dasrah Provinsi dan ng bty s g 382.277.000 45.007.280 1,77 250.356.000 67,88
Ko dan Si Kabjjakan, Program dan
Kegiatan Pencegahan H:-nmm p P p g 47.921.000 8 980 000 18,74 25.000.000 8217
Provinsi
Perempuan Km:-:;:n Prowinsi . b 1 234.356.000 36,027 250 10.78 234,356,000 70,08
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjulan bagl Perempuan Korban |
| 32 | Kekerasan yang memeriukan Koordinasl Tingkat Dasrah Provinsi | F261TT.ETT 21.842.500 .70 21.542.500 8,70
dan Lintas Dasrah nikota
Panysdiasn Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban
Fekerasan Tingkat Daerah Provins can Lintas Daeran Kabupaten/Kota 134.857.577 8.302.500 8 SNz an
mml’osr:wn I(;hln Kekerasan Kn;nmnpm Pmr:vRu:l 90.520.000 13.450.000 14,86 13.450.000 14,88
23 [ Fangasien den Pengtwiingen Limt s Perpei Lo 124878044 - 0,00 . 0,00
:nhgnun :::am&mmmnmh mm 00.078.044 . 0,00 R 000
Penyediaan Ket Spesfik bagl Perempuan daiam Sfuasi Darural
dan Kondisi Khusus Kewsnangan Provins! 25.000.000 . 0,00 - 0,00
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA
4 167.547.750 53,694,250 34,27 74.398.750 4,22
T “dalam Mewujudkan Kesstaraan
a1 MIm“l wult Keluarga 74,308.750 53.994.250 72,87 T4.398.750 100,00
[ I dnwmraat uriuk Peninghatn i 74.398.750 | 53.094.250 72,57 74398750 100,00
am Mewujudkan KG dan Hak
o | o e B R s Bodie 18 o T o T
Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bag: kduugu dalam
Mewujudkan KG dan Perindungan Anak yang Wilayah Kerj B53.148.000 - 0,00 . 0.00
Daerah Provinsi dan Lintas Daerah dn
P NGELOLAAN SIS DATA GENDER
5. 218.248.000 . 0,00 - 0,00
lah Data Gender dan
51 | Anak dalam Kelembagsan Data di W_%" " 218.246.000 - 000 - 0.00
Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi £7.320.000 - 0,00 - 0,00
Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam . .
| Kelernbagaan Data Provinsi 150.925.000 0,00 0,00
| PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
360.341.370 49,380,000 13,70 49.380.000 13,70




PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah

&1 | dan Dunia Usaha Kewsnangan Provins| 189.686.650 40,380,000 26,03 49,380,000 26,03
Advokasi Kebij aan P - Hak Anak
Lembaga pada 117.078.850 49,380,000 42,18 49,380,000 42,18
[ i dan P P Hak Anak
Kewenangan Provins| 72.608.000 - 0,00 0,00
[ Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penysdia Layanan
[ 82 Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi 170.854.720 B 0,00 - 0,00
Koordinasi aan Sinkronisasi Pelaksansan Pendampingan Peningkatan
Kuaktas Hidup Anak Kewsnangan Provinsi 105.583.000 - 0.00 - 0.0
| Penguatan Jajanng Antar Lembaga Panyeda Layanan B ]
Kualtas Hidup Anak Kewsnangan Provinsi dan Lintas Dasrah 55.061.720 -
Kahupaten/Kota
;| PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK R 12.986.700 2,88 12.986.700 248
| F ! Kek Terhadap Anak yang mellbatkan para Pihak
| ™1 | Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Dasrah Kabupaten/Kota TE.4B0.000 - 0.00 : 0.00
! Kmrdnﬂ:isi; Sr!tr\:ivnwun Fenceganan Kekerasan Terhadap Anak 75,450,000 R 0,00 R 0,00
Penysdiaan Layanan bagi Anak yang Memeriukan Perindungan PR LT - LSS0 -
7.2 Khusus yang Memeriukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi 1 . 3 g 3
Penyediaan Layanan Anak yang Memeriukan Perlindungan Khusus
| Kewenangan Provinsi 100.902.000 12.986.700 12,87 12.986.700 1287
i Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang
| Perk i Provingi (AK) 351240211 - 000 - 0.00
s | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 198.477.300 . 0,00 R 0.00
Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan
Pemerintah Dasrah Provinsl dalam rangka Pengendalian Kuantitas
8.1 | Penduduk 158,477,300 - 0,00 - 0,00
l Panyu dan Pemanfaatan Grand Design Pembal
| sunan dan n n ngunan
| Kependudukan (GOPK) Tingkat Provinsi 150.000.000 . 0,00 0,00
] Advokasi dan Sosiasasi GOPK 4B.477.300 0,00 - 0.00
g | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCAMNA (KB) 136.904.500 - 0,00 42.485.000 non
f Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan
| Advokas|, Komunikasi, dan Edukasi (KIE} Peng:
| 91 | Penduduk dan Ksluarga Berencana (KB) Sesual Kearifan Budaya 52,024,500 . 0,00 . 0,00
Lokal
Pengambangan dan Penyediaan Mater dan Sarana Promosi,
Komunikas|, informas| dan Edukasi (KIE) Pengandalian Penduduk,
w:mmnml dan Pembangunan Keluarga Sesual Kearifan 52024 500 . 0,00 - 0,00
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